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Transformasi Institusi Baitul Mal Dalam Sejarah Islam Dan
Relevansinya Terhadap Kebijakan Fiskal Negara Modern
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Abstrak: Sejarah peradaban Islam mencatat bahwa institusi Baitul Mal
memegang peranan sentral dalam mengatur perekonomian dan
kesejahteraan umat melalui instrumen kebijakan fiskal yang berkeadilan.
Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri transformasi institusi Baitul Mal
dari masa kenabian hingga era kekhalifahan besar, serta mengkaji
relevansinya terhadap rancang bangun kebijakan fiskal negara modern.
Melalui metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan, hasil
studi ini menunjukkan bahwa Baitul Mal bukan sekadar gudang
penyimpanan harta, melainkan representasi otoritas fiskal yang mengelola
penerimaan (zakat, kharaj, jizyah, ghanimah) dan pengeluaran negara
secara transparan. Relevansi historis ini memberikan kerangka filosofis
bagi negara modern untuk mengadopsi instrumen fiskal syariah yang
berfokus pada pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan, dan
pembangunan infrastruktur publik tanpa harus bergantung pada skema
utang yang eksploitatif. Kesimpulannya, revitalisasi semangat Baitul Mal
sangat urgen untuk menciptakan stabilitas makroekonomi yang inklusif saat
ini.Kata Kunci: Sejarah Islam, Baitul Mal, Kebijakan Fiskal, Keuangan
Negara, Ekonomi Syariah

Abstract:The history of Islamic civilization notes that the Baitul Mal
institution played a central role in regulating the economy and the welfare
of the ummah through equitable fiscal policy instruments. This research
aims to trace the transformation of the Baitul Mal institution from the
prophetic era to the era of the great caliphates, and to examine its relevance
to the design of modern state fiscal policy. Through a qualitative research
method with a library approach, the results of this study indicate that Baitul
Mal was not merely a treasure storehouse, but a representation of a fiscal
authority that managed state revenues (zakat, kharaj, jizyah, ghanimah) and
expenditures transparently. This historical relevance provides a
philosophical framework for modern states to adopt Islamic fiscal
instruments that focus on income distribution, poverty alleviation, and public
infrastructure development without having to rely on exploitative debt
schemes. In conclusion, revitalizing the spirit of Baitul Mal is highly urgent
to create inclusive macroeconomic stability today.Keywords: Islamic
History, Baitul Mal, Fiscal Policy, State Finance, Islamic Economics

Pendahuluan Sejarah peradaban Islam selalu menghadirkan diskursus
yang mendalam mengenai pertautan antara dogma religius dan pengaturan
urusan duniawi, khususnya dalam ranah tata kelola perekonomian negara.
Sejak masa awal kelahirannya di Jazirah Arab, Islam telah
memperkenalkan sebuah sistem kehidupan komprehensif yang tidak hanya
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mengatur ibadah mahdhah, tetapi juga merumuskan landasan yang kokoh
bagi kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat luas. Rancang bangun
perekonomian ini bertumpu pada nilai keadilan, pemerataan, dan tanggung
jawab sosial yang diimplementasikan langsung oleh aparatur negara. Oleh
karena itu, mempelajari akar sejarah perekonomian Islam memberikan
wawasan yang sangat fundamental untuk memahami bagaimana sebuah
tatanan masyarakat yang berkeadilan dapat diwujudkan di tengah berbagai
keterbatasan sumber daya pada masa itu (Hasan, 2021).

Pusat dari pergerakan roda ekonomi pada masa pemerintahan Islam klasik
terletak pada keberadaan institusi keuangan yang dikenal dengan nama
Baitul Mal, yang berfungsi sebagai kas negara. Institusi ini pada hakikatnya
merupakan kementerian keuangan independen yang bertanggung jawab
penuh atas seluruh sirkulasi penerimaan dan pengeluaran harta publik
kaum muslimin. Kehadiran entitas ini menandai transisi peradaban dari
sistem kesukuan yang terfragmentasi menuju bentuk negara berdaulat
dengan struktur administrasi birokrasi yang sistematis dan terpusat.
Pengelolaan perbendaharaan negara ini dijalankan dengan tingkat
transparansi yang tinggi, di mana hak kepemilikan individu tetap dihormati
sementara kewajiban sosial didistribusikan secara proporsional demi
mencegah penumpukan modal di kalangan elite semata (Zallum, 2019).

Dalam perkembangannya, institusi Baitul Mal mengalami proses
transformasi yang sangat dinamis, menyesuaikan dengan tingkat
kompleksitas tantangan zaman dan luasnya ekspansi wilayah geografis
pemerintahan Islam. Pada era Khulafaur Rasyidin, khususnya di bawah
kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab, tata kelola Baitul Mal mengalami
institusionalisasi secara masif melalui pendirian kantor-kantor cabang di
wilayah taklukan serta penerapan sistem pembukuan (diwan) yang sangat
tertib. Regulasi yang diterapkan pada masa ini membuktikan tingginya
rasionalitas ekonomi umat Islam dalam memformulasikan kebijakan
pemungutan kharaj (pajak bumi) dan jizyah, yang mana hasilnya secara
langsung dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk tunjangan sosial
(Qureshi, 2020).

Memasuki era modern, diskursus mengenai sistem ekonomi syariah
kembali mengemuka seiring dengan ketidakpuasan global terhadap model
kebijakan fiskal konvensional yang kerap memicu defisit anggaran dan
inflasi tinggi. Negara-negara modern saat ini menghadapi dilema yang luar
biasa dalam menyeimbangkan antara optimalisasi penerimaan pajak yang
sering kali membebani masyarakat kelas menengah bawah, dengan
keharusan mendanai berbagai program pembangunan infrastruktur
berskala besar. Di titik inilah, kajian mengenai filosofi tata kelola keuangan
negara pada masa kejayaan Islam menjadi sangat relevan untuk ditelusuri
kembali guna menemukan alternatif kebijakan fiskal yang berorientasi pada
pemerataan dan ketahanan ekonomi secara mandiri (Sudarsono, 2018).
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Kesenjangan antara teori ideal sejarah keuangan Islam dan realitas
implementasi kebijakan makroekonomi saat ini mengindikasikan adanya
ruang kosong yang perlu segera diisi dengan kajian akademis yang
komprehensif. Banyak pihak yang masih skeptis terhadap kompatibilitas
instrumen fiskal klasik peninggalan peradaban masa lalu dengan ekosistem
keuangan global yang sangat rumit dan terdigitalisasi saat ini. Kendati
demikian, substansi dari instrumen pengelolaan kas negara peninggalan
leluhur tersebut sejatinya mengandung prinsip universal mengenai
akuntabilitas dan fungsi distribusi harta yang dapat diadopsi tanpa harus
meniru mentah-mentah bentuk teknis operasionalnya di masa silam (Fauzi,
2022).

Berangkat dari pelbagai argumentasi empiris dan historis tersebut, jurnal ini
bertujuan untuk menganalisis secara mendalam ihwal dinamika sejarah
institusi Baitul Mal dan menarik garis relevansinya dengan kebijakan fiskal
negara modern. Penelitian ini memfokuskan bahasannya pada rekonstruksi
nilai-nilai kebijakan fiskal syariah peninggalan masa kejayaan peradaban
Islam agar dapat dikontekstualisasikan sebagai solusi atas berbagai krisis
keuangan negara saat ini. Harapannya, hasil analisis kepustakaan ini
sanggup menyuguhkan landasan pemikiran konstruktif bagi pemangku
kebijakan struktural dan ilmuwan ekonomi untuk mendesain arsitektur fiskal
masa depan yang tangguh, etis, dan memanusiakan manusia sesuai
tuntunan syariat.

Kajian Teori

1. Institusi Baitul Mal dalam Sejarah Islam Secara etimologis, Baitul Mal
bermakna rumah tempat penyimpanan harta, namun secara terminologis
entitas ini merujuk pada sebuah institusi sentral yang memiliki otoritas
penuh dalam mengatur perbendaharaan, pendapatan, dan belanja negara
Islam. Keberadaan lembaga keuangan publik ini memiliki akar historis yang
sangat kuat karena diinisiasi langsung sejak pemerintahan awal berdirinya
masyarakat madani di bawah komando otoritas kenabian. Fungsi lembaga
ini dirancang sedemikian cermat bukan untuk mengendapkan kekayaan,
melainkan berperan layaknya jantung yang mendistribusikan aliran darah
kesejahteraan ke seluruh lapisan sosial masyarakat. Prinsip dasar dari
pengelolaan aset di dalamnya menegaskan bahwa seluruh kekayaan alam
dan harta publik adalah amanah dari Tuhan yang peruntukannya mutlak
demi kemaslahatan umum (Al-Mawardi, 2018).

Sumber penerimaan keuangan pada institusi perbendaharaan negara Islam
klasik sangatlah bervariasi dan dapat dikategorikan menjadi pos
penerimaan rutin maupun insidental yang diatur ketat oleh syariat. Pos
pendapatan utama bersumber dari instrumen zakat mal, zakat fitrah, kharaj
(pajak lahan pertanian), jizyah (pajak perlindungan non-muslim), ushur (bea



An-Najah: Journal of Islamic Economics
Volume 2, Nomor 2, Oktober 2026

an-naJaH | https://jurnal.almaidah.or.id/index.php/JNIE/en

cukai perdagangan), hingga ghanimah dan fa'i yang merupakan harta
rampasan pasca konflik. Pengklasifikasian pelbagai jenis pendapatan ini
diatur secara rigid guna memastikan bahwa alokasi distribusinya tidak
saling tumpang tindih; sebagai contoh, dana zakat hanya boleh disalurkan
secara eksklusif kepada delapan golongan asnaf yang berhak
menerimanya, tidak boleh dialihkan untuk membangun infrastruktur fisik
negara (Ibn Khaldun, 2019).

Dalam mekanisme penyalurannya, otoritas fiskal klasik ini memegang
teguh asas keadilan distributif yang memprioritaskan pemenuhan
kebutuhan dasar masyarakat yang berstatus rentan secara ekonomi.
Belanja negara difokuskan pada pengentasan kemiskinan ekstrem,
pembiayaan fasilitas pelayanan kesehatan gratis, pemberian gaji bulanan
untuk guru dan aparat sipil militer, serta subsidi bagi kelompok anak yatim
dan janda. Mekanisme pendistribusian harta yang berjalan cepat dan
efisien ini secara langsung mencegah fenomena stagnasi peredaran uang
di pasar, sehingga likuiditas perekonomian rakyat terus bergerak dinamis
menciptakan peluang-peluang lapangan kerja baru di sektor riil dan usaha
perdagangan mikro pada zaman tersebut (Kahf, 2020).

Kajian teoritis mengenai lembaga perbendaharaan publik masa lampau ini
menegaskan bahwa kemandirian fiskal sebuah bangsa amat ditentukan
oleh kemampuannya mengoptimalkan sumber daya internal tanpa
bergantung pada intervensi pendanaan asing. Kemampuan entitas kas
kenegaraan ini dalam menjaga surplus anggaran di masa keemasan Islam
membuktikan bahwa sistem ekonomi berbasis moral mampu menghadirkan
stabilitas yang berkelanjutan tanpa perlu mengorbankan kesejahteraan
hak-hak masyarakat sipil. Kekuatan institusionalisasi pengelolaan harta ini
mencerminkan kapasitas intelektual tata kelola birokrasi peradaban Islam
yang telah jauh melampaui batas kewajaran zaman, menjadikannya
rujukan literatur abadi bagi studi ilmu ekonomi publik hingga hari ini (Azmi,
2021; Rosly, 2022).

2. Kebijakan Fiskal Negara Modern Kebijakan fiskal dalam kacamata
ekonomi makro modern merupakan langkah-langkah strategis yang diambil
oleh pemerintah untuk mengelola penerimaan negara dan pengeluaran
publik guna mempengaruhi kondisi perekonomian secara agregat. Tujuan
utama dari instrumen ini adalah untuk menciptakan stabilitas tingkat harga,
mengurangi angka pengangguran terbuka, dan memacu pertumbuhan
Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara. Berbeda dengan pendekatan
moneter yang dikendalikan oleh bank sentral melalui instrumen suku bunga,
kebijakan fiskal beroperasi langsung di sektor ril dengan cara
memanipulasi besaran pajak dan merealokasi anggaran belanja ke
berbagai sektor pembangunan yang dianggap esensial bagi kemajuan
bangsa (Metwally, 2018).
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Dalam struktur penerimaan negara modern konvensional, pajak senantiasa
ditempatkan sebagai tulang punggung utama sumber pendapatan yang
dipaksakan kepada wajib pajak baik individu maupun entitas bisnis
korporasi. Kendati efektif untuk menghimpun dana berskala masif,
pungutan pajak konvensional kerap kali menimbulkan distorsi pasar,
membebani daya beli masyarakat kalangan bawah, dan terkadang bersifat
regresif jika tidak dirancang dengan tarif yang berkeadilan. Sementara itu,
dalam kerangka pemikiran ekonomi Islam kontemporer, penarikan pajak
(dharibah) baru diperbolehkan manakala negara berada dalam kondisi
krisis di mana dana zakat, wakaf, dan instrumen syariah lainnya sudah tidak
mampu lagi menutup defisit anggaran pelayanan publik (Chapra, 2021).

Dari sisi belanja pemerintah, kebijakan makroekonomi modern sangat
menekankan pentingnya pengadaan barang publik (public goods) seperti
pembangunan infrastruktur jalan tol, sekolah, rumah sakit, hingga subsidi
energi dan pangan. Pengeluaran negara yang masif diyakini mampu
menciptakan efek pengganda (multiplier effect) yang akan menstimulasi
produktivitas sektor swasta dan meningkatkan serapan tenaga kerja secara
drastis. Negara dituntut untuk hadir sebagai katalisator ekonomi manakala
sektor swasta mengalami kelesuan, sebuah fungsi intervensi pasar yang
sesungguhnya sangat sejalan dengan konsep penjaminan kesejahteraan
sosial yang dianut oleh negara berlandaskan prinsip-prinsip syariat sedari
masa silam (Islahi, 2020).

Menghadapi tantangan defisit anggaran yang nyaris selalu terjadi di setiap
negara modern, pemerintah biasanya akan menerbitkan surat utang negara
(obligasi) yang mengandung instrumen bunga (riba) komersial tinggi.
Skema penambalan defisit semacam ini mendapat kritik tajam dari para
pakar keuangan syariah karena akan mewariskan beban utang luar biasa
berat kepada generasi mendatang sekaligus memperlebar jurang
ketimpangan kekayaan antarkelas sosial. Sebagai alternatif inovatif,
kebijakan fiskal syariah saat ini telah sukses menawarkan instrumen Surat
Berharga Syariah Negara (Sukuk) berbasis aset rill yang bebas bunga
sebagai instrumen pembiayaan infrastruktur, yang secara langsung
merepresentasikan modifikasi brilian atas ruh kemandirian pengelolaan
Baitul Mal (Askari, 2022; Mirakhor, 2021).

Metode Penelitian Penelitian kualitatif ini mengadopsi rancangan studi
literatur (library research) yang bersifat eksploratif dan deskriptif-analitis
guna membedah diskursus ekonomi makro Islam. Data utama dikumpulkan
dengan cara menghimpun, memverifikasi, dan menelaah beragam
manuskrip kesejarahan, jurnal bereputasi, buku referensi ekonomi syariah,
serta literatur terkait yang memuat rekam jejak tata kelola kas kenegaraan
masa lalu. Proses analisis data dilakukan menggunakan pendekatan
hermeneutika historis, di mana setiap fakta sejarah tentang regulasi
pungutan dan distribusi kekayaan negara diekstraksi maknanya untuk
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kemudian dikontekstualisasikan dan diuji tingkat relevansinya terhadap
perancangan formulasi kebijakan fiskal syariah bagi negara modern.

Hasil dan Pembahasan

1. Dinamika Pengelolaan Baitul Mal pada Masa Kejayaan Islam
Meninjau tapak tilas tata kelola anggaran di era kepemimpinan Rasulullah
SAW di Madinah, institusi perbendaharaan negara beroperasi dengan
model yang sangat sederhana namun sarat akan kecepatan eksekusi dan
kejujuran mutlak. Pada fase ini, Baitul Mal belum memiliki wujud bangunan
fisik khusus, karena setiap harta yang masuk baik berupa zakat ternak, hasil
pertanian, maupun harta fa'i langsung didistribusikan pada hari yang sama
kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan. Kecepatan sirkulasi
pendistribusian ini menjadi instrumen fiskal yang sangat ampuh dalam
mencegah penimbunan harta benda serta memastikan roda perputaran
ekonomi kaum muslimin yang saat itu masih berada pada fase perintisan
dapat terus berdenyut stabil (Salim, 2019).

Transisi menuju institusionalisasi secara struktural mulai terlihat nyata saat
pucuk kepemimpinan beralih kepada Khalifah Umar bin Khattab, sejalan
dengan datangnya limpahan kekayaan negara hasil dari penaklukan
wilayah Syam dan Persia. Menyadari risiko inflasi dan korupsi apabila harta
tidak dikelola profesional, Umar mendirikan bangunan khusus Baitul Mal
dan membentuk divisi administratif bernama diwan yang berfungsi
mencatat seluruh data kependudukan dan hak tunjangan setiap individu
warga negara secara akurat. Langkah berani menetapkan status tanah
taklukan sebagai hak milik publik (kharaj) yang dikelola penduduk lokal
ketimbang membagikannya kepada pasukan militer merupakan kebijakan
fiskal monumental yang menjamin pendapatan rutin berkesinambungan
bagi kas negara (Zayd, 2018).

Selama masa kepemimpinan Dinasti Umayyah, struktur manajemen kas
kenegaraan mengalami penyesuaian gaya birokrasi akibat asimilasi
dengan tradisi administrasi wilayah Romawi dan Persia kuno. Pada fase
pemerintahan inilah koin mata uang dinar emas dan dirham perak dicetak
secara mandiri berlambang tauhid, yang secara langsung berfungsi
sebagai instrumen penjaga kestabilan nilai tukar komoditas pasar dan
parameter ukuran standar pungutan pajak. Namun demikian, era ini juga
mencatat dinamika kelam di mana terjadi beberapa kali penyalahgunaan
fungsi kas negara untuk kepentingan kemewahan gaya hidup elite istana,
yang memicu munculnya berbagai gerakan reformasi kebijakan menuntut
pengembalian hakikat fungsi awal distribusi harta untuk kerakyatan (Hamid,
2020).

Puncak kompleksitas manajemen anggaran negara berbasis Islam tercapai
ketika peradaban memasuki era keemasan Dinasti Abbasiyah yang
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berpusat di ibu kota kosmopolitan Baghdad. Birokrasi kementerian
perbendaharaan pada masa tersebut telah dipartisi menjadi berbagai
departemen spesifik, mencakup biro urusan pajak bumi, biro tata kelola
zakat, hingga biro pengeluaran militer dan infrastruktur sipil. Sentralisasi
manajemen fiskal yang terstruktur ini memungkinkan kekhalifahan
mendanai proyek-proyek pembangunan peradaban berskala masif, seperti
pendirian rumah sakit (bimaristan), pusat riset penerjemahan Baitul
Hikmah, perpustakaan raya, dan pembangunan jaringan irigasi sektor
agrikultur tanpa mengalami krisis defisit keuangan yang membahayakan
kedaulatan (Nawawi, 2021).

Kesuksesan berkesinambungan rentetan dinasti Islam dalam
mengorkestrasi kas negaranya memberikan bukti tak terbantahkan bahwa
kedisiplinan mengelola neraca anggaran merupakan pilar utama eksistensi
sebuah hegemoni peradaban besar. Catatan sejarah dengan gamblang
menarasikan bahwa setiap kali para pemimpin negara bersikap amanah
memisahkan kekayaan pribadinya dari kas publik dan fokus membiayai
fasilitas kesejahteraan, tingkat kepuasan sosial akan melonjak drastis dan
roda niaga berputar kencang. Sebaliknya, pembengkakan pos pengeluaran
birokrasi yang mubazir selalu bermuara pada krisis legitimasi yang
meruntuhkan stabilitas politik, memberikan pelajaran berharga bahwa
kelalaian kontrol manajemen fiskal adalah jalan pintas terdekat menuju
kehancuran sebuah tatanan masyarakat berdaulat (Haq, 2022).

2. Relevansi Konsep Historis Baitul Mal Terhadap Kebijakan Fiskal
Syariah Modern Kajian terhadap institusi warisan sejarah peradaban Islam
membentangkan inspirasi filosofis dan taktis yang luar biasa tajam bagi
perumusan strategi kebijakan makroekonomi di berbagai negara modern
masa Kkini. Konsep pungutan zakat mal, misalnya, apabila diregulasi
menjadi instrumen pemotongan pajak penghasilan yang diakui sah oleh
negara, akan menjelma menjadi mekanisme redistribusi kekayaan yang
paling efektif mengatasi disparitas ketimpangan ekonomi ekstrem di tengah
masyarakat kapitalistik. Mengadopsi spirit zakat ke dalam kerangka
regulasi fiskal formal dapat meringankan beban kewajiban berganda bagi
warga muslim sekaligus menyuntikkan dana segar langsung ke kantong-
kantong pengentasan kemiskinan dengan akuntabilitas yang lebih terukur
(Igbal, 2020).

Lebih jauh, instrumen penerimaan negara bersejarah seperti kharaj dan
ushur hakikatnya ekuivalen dan dapat diekstraksi ke dalam sistem
perpajakan properti bumi bangunan serta bea cukai pelabuhan masa Kini.
Perbedaannya secara fundamental terletak pada filosofi penentuan
besaran tarif, di mana syariat masa lalu mendiktekan bahwa penetapan
pajak harus disesuaikan dengan tingkat kesuburan dan hasil riil panen
masyarakat agar tidak bertindak zalim mencekik kemampuan bayar rakyat.
Penerapan prinsip pajak yang elastis, proporsional, dan sangat humanis ini
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wajib dijadikan pedoman moral bagi para perancang sistem perpajakan
modern guna menghindari efek matinya insentif berproduksi akibat tekanan
pungutan negara yang terlampau agresif di luar batas kemampuan (Ahmad,
2019).

Dalam ranah perencanaan kebijakan alokasi belanja (public expenditure),
ketegasan fungsi Baitul Mal yang memprioritaskan pemenuhan hak-hak
dasar kelompok rentan sangat relevan untuk diadopsi mengatasi imbas
buruk volatilitas ekonomi global kontemporer. Negara tidak diizinkan lepas
tangan menyerahkan mekanisme pemenuhan kebutuhan vital urusan
pendidikan dan jaminan kesehatan kepada kerasnya persaingan kompetisi
pasar bebas komersial yang tidak berbelas kasih. Spirit tata kelola zaman
keemasan mewajibkan pemerintah mengintervensi realokasi sebagian
besar postur APBN untuk jaring pengaman sosial, subsidi silang kebutuhan
energi primer, dan fasilitas publik, yang semuanya bermuara pada
penjagaan martabat kehidupan warga negara tanpa pandang bulu (Saeed,
2021).

Tantangan pendanaan infrastruktur berskala jumbo yang kerap
menjerumuskan negara-negara berkembang ke dalam jerat perangkap
utang ribawi asing sebenarnya telah menemukan solusinya dalam
khazanah tata kelola perbendaharaan syariah. Evolusi produk keuangan
publik kontemporer berhasil melahirkan instrumen Sovereign Sukuk atau
obligasi syariah yang diterbitkan negara guna menarik partisipasi modal dari
masyarakat sipil maupun korporasi atas dasar prinsip bagi hasil sewa aset
yang rasional. Instrumen mutakhir ini sukses mengejawantahkan filosofi
mandiri kas kenegaraan masa lalu ke dalam bingkai transaksi finansial
modern, memungkinkan berjalannya proyek pembangunan jalan tol atau
bandar udara raksasa secara berkesinambungan terhindar dari racun
transaksi bunga utang konvensional (Yusuf, 2022).

Pada esensi terdalamnya, warisan sejarah sistem pengaturan moneter
peradaban agung leluhur menuntut supremasi integritas, transparansi
pencatatan, dan ketakwaan individu aparatur negara yang memegang
kendali brankas harta publik. Secanggih apa pun arsitektur regulasi
keuangan makro yang dirumuskan oleh ahli ekonomi dunia, kelangsungan
tatanannya akan senantiasa rapuh dan hancur berantakan jika dikelola oleh
oknum birokrat rakus yang gemar menggarong dana rakyat untuk
kepentingan faksi politik golongannya. Oleh sebab itu, rekoneksi antara
kearifan standar etika masa silam dan inovasi tata kelola anggaran berbasis
teknologi modern menjadi kunci paling krusial guna mengentaskan
peradaban bangsa dari ancaman resesi, inflasi, dan jeratan krisis
multidimensi yang berkepanjangan (Tariq, 2018).

Kesimpulan Berdasarkan hasil analisis historis dan teoritis yang
komprehensif, dapat disimpulkan bahwa Baitul Mal adalah entitas kas
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keuangan bersejarah yang mewakili kecemerlangan peradaban Islam
dalam mempraktikkan kebijakan fiskal berkeadilan sosial. Transformasi
institusi perbendaharaan negara dari era kesederhanaan kenabian di
Madinah menuju birokrasi pemerintahan terpusat era kekhalifahan besar
membuktikan adaptabilitas tinggi ekonomi syariah merespon dinamika
zaman. Konsep penerimaan negara (zakat, kharaj, pajak proporsional)
serta distribusi belanja prioritas kerakyatan warisan masa lampau ini
terbukti sangat relevan untuk ditransformasikan sebagai solusi
menyembuhkan penyakit makroekonomi (inflasi, utang, disparitas
kekayaan) pada tata negara modern. Pengejawantahan nilai historis
tersebut ke dalam wujud integrasi zakat dengan sistem perpajakan,
maupun penerbitan Sukuk negara pengganti utang konvensional,
menegaskan bahwa sejarah emas ekonomi Islam bukan sekadar literatur
usang, melainkan cetak biru alternatif rancangan kebangkitan
kesejahteraan peradaban manusia hari ini.

Daftar Pustaka

Ahmad, K. (2019). Public finance in Islamic perspective. The Islamic
Foundation.

Al-Mawardi, A. I. M. (2018). Al-Ahkam as-Sultaniyyah (The ordinances of
government). Ta-Ha Publishers.

Askari, H. (2022). Macroeconomic policy and Islamic finance. Springer.

Azmi, S. (2021). Islamic economics: Public finance in early Islamic thought.
Routledge.

Chapra, M. U. (2021). Islam and the economic challenge. The Islamic
Foundation.

Fauzi, A. (2022). Sejarah perekonomian Islam: Pendekatan institusional.
Kencana.

Hamid, M. (2020). Sejarah peradaban ekonomi Islam. Rajawali Pers.

Hagq, I. (2022). Economic doctrines of Islam. International Institute of Islamic
Economics.

Hasan, Z. (2021). Macroeconomics from an Islamic perspective. Pearson.

Ibn Khaldun, A. (2019). The Mugaddimah: An introduction to history.
Princeton University Press.

Igbal, M. (2020). Islamic public finance and fiscal policy. IRTI.



An-Najah: Journal of Islamic Economics
Volume 2, Nomor 2, Oktober 2026

an-naJaH | https://jurnal.almaidah.or.id/index.php/JNIE/en

Islahi, A. A. (2020). History of Islamic economic thought. Edward Elgar
Publishing.

Kahf, M. (2020). The calculation of Zakah for Muslims in North America.
ISNA.

Metwally, M. M. (2018). Macroeconomic models of Islamic economy.
International Centre for Research in Islamic Economics.

Mirakhor, A. (2021). Public finance and fiscal policy in an Islamic state. IRTI.

Nawawi, I. (2021). Sejarah ekonomi Islam dari masa kenabian hingga Bani
Abbasiyah. Pustaka Pelajar.

Qureshi, A. 1. (2020). Islam and the theory of interest. Sh. Muhammad
Ashraf.

Rosly, S. A. (2022). Critical issues on Islamic banking and financial markets.
Dinamas Publishing.

Saeed, A. (2021). Islamic economics and state policy. Routledge.
Salim, M. (2019). Sejarah peradaban Islam di Madinah. UIN Jakarta Press.
Sudarsono, H. (2018). Konsep ekonomi Islam: Suatu pengantar. Ekonisia.

Tarig, A. A. (2018). Managing financial risks of Sukuk structures.
Loughborough University.

Yusuf, M. (2022). Kebijakan fiskal dalam Islam. Ul-Press.
Zallum, A. Q. (2019). Sistem keuangan di masa Khilafah. Al-1zzah.

Zayd, A. (2018). Administrasi keuangan negara Islam klasik. Gema Insani.



